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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah impementasi pelaksanaan
kedaulatan rakyat berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pada Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai
Utara masih ditemukan banyak dugaan pelanggaran, diantaranya tindak pidana pemilihan dan
administrasi.

Pada penelitian ini terdapat 2 fokus permasalahan, yakni bagaimana jenis-jenis
pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai serta Bagaimana Peranan Badan
Pengawas Pemilu Hulu Sungai Utara dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Kalimantan Selatan Tahun
2020 di Kabupaten Hulu Sungai.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, sehingga subyek
penelitian ini adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Koordinator Divisi
Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sumber data berasal dari data
primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat
deskriptif-kualitatif. Teknik yang dipakai pada pengumpulan data penelitian ini berdasarkan
data lapangan dan studi kepustakaan.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi pada



penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 di
Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 2 (dua) jenis dugaan pelanggaran, berjumlah 39
dugaan pelanggaran.

Dari 2 (dua) jenis dugaan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai utara adalah dugaan
pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran
tindak pidana pemilihan tidak terbukti sebagai pelanggaran karena tidak memenuhi syarat
materiil tindak pidana yang terbukti hanya dugaan pelanggaran administrasi. Peranan Bawaslu
Hulu Sungai Utara dalam penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada
penyelengaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sudah
sangat baik, penyelesaian pelanggaran administrasi dilakukan dengan cara penertiban atau
penurunan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan peletakkan dan yang masih dipajang
dengan foto paslon nomor urut 01 (petahana) saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan
Selatan.
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